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PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama
dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara. Peran
sektor perpajakan bagi pendapatan negara saat ini cukup besar. Pajak bersifat dinamik dan
mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya, artinya

besaran penerimaan pajak mengikuti perkembangan kehidupan sosial ekonomi.
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Dalam perkembangannya, perpajakan memegang peranan penting dalam
pembangunan dan kemajuan suatu daerah, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat daerah.
Tanpa adanya konstribusi pajak dari suatu daerah maka daerah akan sulit untuk berkembang,
karena salah satu cara untuk dapat berkembang adalah melalui konstribusi pajak yang
dilaksanakan oleh wajib pajak di daerah tersebut (Isnaini dan Karim, 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang bersumber dari
pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah
yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah dikatakan
baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya
melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017). Dengan kata lain, pendapatan asli
daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dengan dipungut sendiri melalui
pemerintah daerah berdasarkan peraturan dari masing-masing daerah. Salah satu Pajak Daerah
yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat adalah pajak kendaraan bermotor (PKB).

PKB merupakan kontribusi wajib yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor. Pungutan PKB ini secara administratif dikelola oleh Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pengelolaan PKB yang efektif dan transparan
oleh SAMSAT sangat krusial agar potensi penerimaan pajak dapat dioptimalkan. Optimalisasi
penerimaan ini akan berdampak positif pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai
berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Kantor UPTD PPD SAMSAT Kota Payakumbuh merupakan sebuah satuan administrasi
menunggal penerimaan PKB yang terletak di Payakumbuh, Sumatera Barat, Indonesia. SAMSAT
ini bertanggung jawab untuk mengelola penerimaan PKB yang menyediakan layanan
pembayaran pajak kendaraan, perpanjang STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan layanan
terkait administrasi kendaraan bermotor. Penerimaan Kota Payakumbuh dari PKB ini
mempunyai dampak positif dalam rencana pembangunan daerah. Namun berdasarkan analisis
dari lapangan, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat yang memiliki kendaraan
bermotor yang belum memenuhi kewajiban kepada daerah dengan tepat waktu.

Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) yang ada di Payakumbuh ini
hanya terdapat di dua tempat, tempat pertama terletak di pusat kota yaitu di Kota Payakumbuh
dan tempat kedua terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu di Sarilamak sehingga
masyarakat kesulitan untuk pergi ke tempat tersebut terutama masyarakat yang berada jauh dari
kedua daerah tersebut, untuk pergi ke kantor SAMSAT saja masyarakat perlu menempuh jarak
yang jauh dan memakan waktu yang lama. Masalah tersebut menyebabkan beberapa masyarakat
Payakumbuh malas untuk datang ke Kantor SAMSAT Kota Payakumbuh jika hanya mempunyai
kepentingan untuk melakukan pembayaran PKB dan kemungkinan besar masyarakat lebih
memilih untuk menggunakan jasa calo bahkan banyak juga masyarakat lebih memilih tidak
membayar PKB sehingga hal ini mempengaruhi penerimaan PKB yang ada di SAMSAT Kota
Payakumbuh. Berikut adalah tabel dari hasil realisasi penerimaan PKB pada SAMSAT Kota
Payakumbuh:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PKB di Kota Payakumbuh
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Tahun Target Realisasi Penerimaan PKB
2022 46.301.026.000 49.832.208.450
2023 49.376.069.600 46.902.131.250

Sumber : UPTD PPD SAMSAT Kota Payakumbuh, 2024.

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2023 realiasasi
penerimaan PKB di Kota Payakumbuh mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh ketidak
patuhan 1lajib pajak PKB. Faktor kunci dari peningkatan penerimaan dari sektor PKB adalah
kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Ilhamsyah et al., 2016). Kepatuhan tersebut ialah keadaan
dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan
dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku
(Hasanudin ef al, 2020). Berikut adalah jumlah wajib pajak PKB di Kota Payakumbubh:

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak PKB di Kantor SAMSAT Kota Payakumbuh

Tahun Jumlah Jumlah Wajib Jumlah Wajib
Wajib Pajak ~ Pajak yang Pajak yang
yang Membayar Persentase Tidak Pesentase
Terdaftar Pajak Membayar
Pajak
2022 108.293 68.081 63% 40.212 37%
2023 116.954 66.319 57% 50.635 43%

Sumber : UPTD PPD SAMSAT Kota Payakumbuh, 2024.

Berdasarkan Tabel 2, apabila dilihat dari jumlah wajib pajak yang erdaftar per tahunnya
di Kantor SAMSAT Kota Payakumbuh mengalami peningkatan. Namun diketahui bahwa
jumlah wajib pajak yang membayar PKB mengalami penurunan yaitu dari 63% menjadi 57%. Hal
tersebut mengindikasikan bahwa wajib pajak PKB tidak patuh atas kewajibannya dalam
membayar pajak. Ini akan berdampak terhadap menurunnya penerimaan pendapatan PKB pada
Kantor SAMSAT Kota Payakumbubh.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai yaitu
untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak PKB di SAMSAT Kota Payakumbuh.

METODE PENELITIAN

Bentuk peneltian yang dilakukan dalam tugas akhir ini adalah deskriptif. Metode
deskriptif adalah meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem
pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2014). Tujuan dari
penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara
sistemasi, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena
yang deselidiki. Berdasarkan penjalasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif
adalah penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau kedaan yang real benar adanya,
walaupun terkadang berupa sebuah analisis. Dengan teori tersebut, penelitian ini
menggambarkan tentang Analisis Kepatuhan Wajib Pajak PKB di Kota Payakumbuh (Studi
Kasus SAMSAT Kota Payakumbuh).
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Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif
dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2021) metode kuantitatif dapat diartikan
sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme , digunakan untuk meneliti
pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data dan menggunakan instrumen penelitian,
analisis data untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan dan menggambarkan, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta
hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Pada penelitian ini besarnya populasi tidak dapat diketahui secara pasti, sehingga
penulis memilih teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Non Probability Sampling
dengan pengambilan Accidental Sampling. Metode penentuan sampel secara Non Probability
Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama
bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, Accidental Sampling yaitu
teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yakni siapa saja yang secara kebetulan bertemu
dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui
itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2021).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner.
Kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagikan daftar
pernyataan kepada responden agar ia memberikan jawaban (Sugiyono, 2021). Dalam
menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak PKB pada Kantor SAMSAT Kota Payakumbuh untuk
mengumpulkan data peneliti menggunakan kuesioner dengan Skala Likert. Kuesioner/angket
dengan Skala Likert adalah seperangkat pertanyaan/pernyataan dan jawaban, sehingga mudah
dijawab oleh responden. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data terkait kepatuhan
wajib pajak PKB.

Skala yang digunakan dalam kuesioner untuk mengukur sikap, pendapat seseorang atau
sekelompok orang berdasarkan fenomena sosial (Sugiyono, 2016). Mengukur pendapat
responden digunakan Skala Likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat Sangat Setuju
(SS) dan angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS). Dalam Skala Likert terdapat dua bentuk
pernyataan yaitu pernyataan positif yang berguna untuk mengukur sikap positif, dan
pernyataan negatif yang berguna untuk mengukur mengukur sikap negatif objek.

Teknik analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif yaitu bersifat penjelasan
dengan uraian yang menggunakan tabel. Data dikelompokkan dan di analisis berdasarkan pada
hasil jawaban kuesioner yang diperoleh dari tanggapan responden dengan menggunakan
tabulasi data. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis untuk menjawab
pertanyaan penelitian dengan cara menghitung nilai rata-rata jawaban responden dan

menghitung Nilai TCR masing-masing kategori dari deskripsi variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

Jumlah Wajib Pajak PKB yang Membayar Pajakdi Kantor SAMSAT Kota Payakumbuh
Berikut adalah tabel yang memperlihatkan jumlah wajib pajak PKB yang membayar
pajak dan tidak membayar pajak pada tahun 2022-2023:
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Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak PKB di Kantor SAMSAT Kota Payakumbuh

Tahun  Jumlah Wajib Pajak  Persentase Jumlah Wajib Pajak Pesentase
yang Membayar yang Tidak Membayar
Pajak Pajak
2022 68.081 63% 40.212 37%
2023 66.319 57% 50.635 43%

Sumber : UPTD PPD SAMSAT Kota Payakumbuh, 2024.

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang membayar pajak mengalami
penurunan. Berbanding terbalik dengan hal tersebut jumlah wajib pajak PKB yang tidak
membayar pajak mengalami peningkatan. Hal tersebut menjelaskan bahwa tingkat

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PKB menurun.

Deskriptif Karakteristik Responden
Karakeristik responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 4. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase
1 Laki-laki 51 51%
2 Perempuan 49 49%
Total 100 100%

Sumber : Hasil Olahan Data, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin
diisi oleh responden laki-laki sebanyak 51 orang dengan persentase 51% dan sisanya diisi oleh
responde perempuan. Dapat disimpulkan, pengelompokan karakteristik responden wajib
pajak PKB berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki.

Karakteristik responden berdasarkan umur pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No Umur Frekuensi Persentase
1 <23 tahun 14 14%
2 23-30 tahun 23 23%
3 31-40 tahun 21 21%
4 > 40 tahun 42 42%
Total 100 100%

Sumber : Hasil Olahan Data, Tahun 2024
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Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat karakteristik responden wajib pajak PKB
berdasarkan umur menunjukkan persentase sebesar 42% berusia >40 tahun yang merupakan
pesentase tertinggi dan responden terendah yaitu berusia <23 tahun sebanyak 14 orang
dengan persentase 14%.

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan responden pada penelitian ini dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Frekuensi Persentase
1 SMA/SMK/MA 52 52%
2 D3 10 10%
3 S1 18 18%
4 52/S3 3 3%
5 Lainnya 17 17%
Total 100 100%

Sumber : Hasil Olahan Data, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat karakteristik responden wajib pajak PKB
berdasarkan pendidikan yang tertinggi menunjukkan 52 orang dengan persentase 52%
dengan pendidikan SMA/SMK/MA. Sedangkan untuk pendidikan yang paling rendah ialah
pendidikan S2/S3 sebanyak 3 orang dengan persentase 3%.

Karakeristik responden berdasarkan pekerjaan responden pada penelitian ini dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7. Karakteristik Ressponden Berdasarkan Pekerjaan

No Pekerjaan Frekuensi Persentase
1 PNS 5 5%
2 Pegawai/Karyawan 12 12%
3 Wiraswasta 24 24%
4 Mahasiswa 20 20%
5 Lainnya 39 39%
Total 100 100%

Sumber : Hasil Olahan Data, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa karakteristik responden wajib pajak PKB
berdasarkan pekerjaan yang terendah menunujukkan persentase 5% dengan pekerjaan PNS.
Sedangkan yang tertinggi adalah untuk pekerjaan selain dari PNS, pegawai/karyawan,
wiraswasta ataupun mahasiswa dengan jenis pekerjaan Lainnya yaitu sebanyak 39 orang
dengan persentase 39%.
Deskriptif Total Capaian Responden (TCR)

Berikut ini hasil pengolahan data tentang analisis kepatuhan wajib pajak PKB di Kota

Payakumbuh :
Tabel 8. Hasil Deskriptif Total Capaian Responden (TCR)
Indikator Mean TCR Keterangan
Kepatuhan 3,91 78,2 Cukup Baik
Formal
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Kepatuhan 3,47 69,52 Cukup Baik
Material
Total 3,69 73,66 Cukup Baik

Sumber : Hasil Olahan Data, Tahun 2024.

Secara keseluruhan, hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan tingkat
kepatuhan wajib pajak PKB dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kota
Payakumbuh. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata skor sebesar 3,69 dan TCR sebesar 73,66%.
Artinya tingkat kepatuhan wajib pajak PKB di SAMSAT Kota Payakumbuh dinyatakan cukup
baik. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar wajib pajak PKB telah patuh namun
belum mencapai tingkat optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang
menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan hasil yang serupa dimana
kepatuhan formal cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kepatuhan material (Sani, P.
J., 2022). Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas peraturan pajak
yang mempengaruhi perhitungan pajak yang benar, atau pengawasan yang lebih ketat
terhadap aspek pelaporan dibandingkan dengan aspek pembayaran. Beberapa studi juga
menemukan bahwa faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan (Wardani,
S., Kurniawan, R., & Haryono, H, 2024) dari otoritas pajak, dan efektivitas penegakan hukum
berperan signifikan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan secara keseluruhan.

Analisis Deskriptif Responden per Indikator
Kepatuhan Formal

Berdasarkan data yang diperoleh tentang analisis kepatuhan wajib pajak PKB di
SAMSAT Kota Payakumbuh dapat dilihat pada hasil deskripsi data TCR indikator Kepatuhan
Formal sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Deskripsi Data TCR Kepatuhan Formal

No Pernyataan N Skor Mean TCR Ket

1 Saya mengetahui bahwa
pajak .telah ditetépkan oleh Cukup
pemerintah di dalam 100 345 3,45 69 Baik
Undang-Undang  sehingga
bersifat dapat dipaksakan

2 Membayar pajak kendaraan
b t dalah kewajib Cuk
ermotor a z'aa "ewap .an 100 397 3,97 794 u 'up
saya sebagai wajib pajak Baik
yang baik

3 Saya selalu tepat wa1.<tu Cukup
dalam membayar pajak 100 373 3,73 74,6 .

Baik

kendaraan bermotor

4
Saya memenuhi persyaratan
subjektif dalam membayar 100 413 413 826 Baik

pajak kendaraan bermotor,
seperti KTP, STNK dan BPKB
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No Pernyataan N Skor Mean TCR Ket
5 Saya membayar sendiri pajak 100 366 3,66 732 Cuk_up
kendaraan bermotor Baik
6 Saya mengetahui besarnya
tarif pajak kendaraan 100 406 4,06 81,2 Baik

bermotor yang dikenakan
7 Saya mengetahui adanya
sanksi administrasi jika telat

100 419 4,19 83,8 Baik
dalam melakukan pembayar ’ ’ a
pajak kendaraan bermotor
8 Saya mengetahui jumlah
pajak  untuk  kendaraan )
100 409 4,09 81,8 Baik
bermotor yang harus saya
bayarkan
Total 800 3128 391 782 UK
Baik

Sumber : Hasil Olahan Data, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 9, maka dapat dilihat bahwa angka TCR tertinggi terdapat pada
pernyataan nomor tujuh dengan nilai TCR 83,8% pada kategori baik. Untuk angka TCR
terendah terdapat pada pernyataan nomor satu dengan nilai TCR sebesar 69% pada kategori
cukup baik. Sejalan dengan penelitian Amran, A. (2018) menyatakan bahwa dengan adanya
sanksi pajak yang tegas akan membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Kemudian
dalam hal pengetahuan wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan pajak yang
bersifat memaksa masih rendah, hal ini mengakibatkan mereka tidak patuh dalam membayar
pajak.
Kepatuhan Material

Berdasarkan data yang diperoleh tentang analisis kepatuhan wajib pajak PKB di
SAMSAT Kota Payakumbuh dapat dilihat pada hasil deskripsidata TCR indikator Kepatuhan
Material Sebagai berikut:
Tabel 10. Hasil Deskripsi Data TCR Kepatuhan Material

No Pernyataan N Skor Mean TCR Ket
1 Saya akan membayar pajak
kendaraa_n bermotor sesuai 100 396 3,96 79.2 Cuk.up
dengan jumlah yang telah Baik
ditentukan
2 Kemampuan saya dalam
memenuhi pembayaran
pajak erat kaitannya dengan 100 420 4,2 84 Baik

besarnya penghasilan yang
saya dapatkan
3 Besarnya pajak yang
cpkenakan sesua'l dengan 100 203 293 58,6 '
tingkat penghasilan yang Baik
saya miliki
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No Pernyataan N Skor Mean TCR Ket
4 Saya selalu memprioritaskan
pembayaran pajak Kurang
kendaraan bermotor 100 298 2,98 59,6 .
. . Baik
dibandingkan pengeluaran
lainnya
5 Saya  tidak mempu.nyéi Cukup
tunggakan untuk semuajenis 100 349 3,49 69,8 .
Baik
kendaaran bermotor
6 Menurut saya adanya sanksi
dan denda pajak mema.cu 100 357 357 714 Cuk.up
saya untuk menyetor pajak Baik
tepat waktu
7 Saya t.idak pernah dikena}kan Cukup
sanksi karena tidak 100 351 3,51 70,2 Baik
ai
membayar tepat waktu
8 Jika saya terlambat dalam
melakukan pembayaran
pajak kendaraan bermotér 100 317 317 634 Cuk.up
maka saya akan bersedia Baik
diberikan sanksi
administrasi.
k
Total 800 2781 347 6952  CUKUP
Baik

Sumber : Hasil Olahan Data, Tahun 2024.

Berdasarkan Tabel 10, maka dapat dilihat bahwa angka TCR tertinggi terdapat pada
pernyataan nomor dua dengan nilai TCR 84% pada kategori baik. Untuk angka TCR terendah
terdapat pada pernyataan nomor tiga dengan nilai TCR sebesar 58,6% pada kategori kurang
baik. Sejalan dengan penelitian Amran, A. (2018) menyatakan bahwa tingkat pendapatan
sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan
oleh wajib pajak tidak akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak apabila

pendapatannya hanya bisa untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak PKB di
SAMSAT Kota Payakumbuh diperoleh nilai TCR sebesar 73,66% atau dapat dikatakan tingkat
kepatuhan wajib pajak PKB di Kota Payakumbuh cukup baik. Hasil ini sejalan dengan penelitian
Bintary, A. A (2020), Sadewa, V, B (2022), dan Massie, A. M et al (2024) yang mengatakan bahwa
kepatuhan wajib pajak yang baik berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak seiap
tahunnya. Meskipun demikian, kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kota Payakumbuh belum
maksimal dan masih dapat untuk ditingkatkan.

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh SAMSAT Kota Payakumbuh sebagai acuan
untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak PKB Kota Payakumbuh baik itu ditintau dari
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kepatuah formal maupun manajerial. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase
kepatuhan formal lebih tinggi dari pada kepatuhan manajerial.

Pada indikator kepatuhan formal, nilai capaian responden adalah 78,2%, yang
menunjukkan bahwa indikator ini berada dalam rentang 65%-79,99% dengan kategori cukup
baik. Ini berarti bahwa sebagian indikator kepatuhan formal pada wajib pajak PKB di SAMSAT
Kota Payakumbuh tergolong cukup baik. Sehan (2021) menjelaskan bahwa kepatuhan formal
mengacu pada situasi di mana wajib pajak mematuhi persyaratan undang-undang perpajakan.
Dilihat dari aspek pengetahuan dan kewajiban wajib pajak menunjukkan pemahaman yang baik
mengenai kewajiban, tarif pajak, dan sanksi administrasi, yang menunjukkan bahwa mereka
umumnya sadar akan kewajiban dan konsekuensi pajak. Namun kepatuhan pembayaran dan
persyaratan subjektif wajib pajak menunjukkan kepatuhan yang cukup baik, meskipun ada
sedikit penurunan dalam hal pembayaran langsung oleh wajib pajak, yang mungkin
menunjukkan adanya ketergantungan pada pihak ketiga dalam proses pembayaran pajak PKB.

Berdasarkan hasil penelitian ini, nilai capaian responden pada indikator kepatuhan
material adalah 69,52%, yang menunjukkan bahwa indikator ini berada dalam rentang 65%-
79,99% dengan kategori cukup baik. Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian dari indikator
kepatuhan material pada kepatuhan wajib pajak PKB di SAMSAT Kota Payakumbuh berada
pada kategori cukup baik. Sehan (2021) menjelaskan bahwa kepatuhan material yaitu situasi di
mana wajib pajak pada dasarnya memenuhi kondisi material. Dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa reponden merasa kemampuan mereka dalam membayar pajak sangat dipengaruhi oleh
besarnya penghasilan yang mereka dapatkan. Dimana wajib pajak merasa tidak puas atau
ketidaksesuain antara beban pajak dengan penghasilan yang mereka dapatkan serta prioritas
dalam membayar pajak yang kurang optimal karena masih adanya kepentingan lain yang
dianggap lebih mendesak. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Massie, A. M.,
Karamoy, H., & Walandouw, S. K. (2024) mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor ekonomi dari wajib pajak itu sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa kepatuhan wajib pajak PKB di SAMSAT Kota Payakumbuh menunjukkan tingkat
kepatuhan wajib pajak PKB di SAMSAT Kota Payakumbuh mencapai 73,66%, yang
dikategorikan cukup baik. Di mana kepatuhan formal berada pada nilai 78,2%, menunjukkan
pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan, meskipun terdapat ketergantungan
pada pihak ketiga dalam pembayaran. Sementara itu, kepatuhan material dengan nilai 69,52%
menunjukkan adanya ketidakpuasan dan ketidaksesuaian antara beban pajak dan penghasilan,
serta prioritas yang kurang optimal dalam membayar pajak.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan saran-saran yang
diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan SAMSAT Kota Payakumbuh dalam
pengambilan keputusan untuk meningkatkan penerimaan pajak di Kota Payakumbuh yaitu
sebagai berikut: 1) SAMSAT Kota Payakumbuh dapat melakukan sosialisai rutin kepada wajib
pajak PKB tentang kewajiban wajib pajak membayar pajak 2) SAMSAT Kota Payakumbuh

157 | Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Kota Payakumbuh (Studi Kasus
SAMSAT Kota Payakumbuh)



Bulan, Sofia, N. & Ritonga, M. ISSN 2654-8429 (Online)

meningkatkan sistem pengelolaan pajak yang bernama smart tax untuk mengejar transaksi
melalui aplikasi secara online agar penerimaan pajak kendaraan bermotor kedepannya lebih
optimal 3) SAMSAT Kota Payakumbuh rutin melakukan razia terhadap kendaraan bermotor
yang pajaknya belum dibayarkan 4) Pemerintah memberikan keringanan/diskon PKB secara

berkala bagi wajib pajak yang sudah tertunggak
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